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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa cara mengatasi masalah belum terlaksananya pemanfaatan Dana 

Alokasi Khusus di kabupaten Ende adalah:  

1. Di tahun 2015, 2016, dan 2017 kalau terjadi hambatan dalam pelaksanaan 

DAK di daerah maka akan di lanjutkan di tahun berikutnya atau tahun 

2018. Tetapi jika di tahun 2018 masih terjadi hambatan maka akan di 

hentikan pelaksanaan DAK. Sehingga pemanfaatan DAK belum mencapai 

target.  

2. Pembangunan hanya sampai 70% maka dari pusat hanya mentransferkan 

dana sebesar 70% bukan 100%. Jadi hambatan yang ada di daerah akan 

diimbangi dengan realisasi pentransferan keuangan dari pusat sehingga 

SILPA tiap tahun dari DAK akan semakin kecil dan bahkan tidak ada 

SILPA. 

3. Kurang tercapainya DAK seperti yang diharapkan bukan terletak pada 

kecilnya jumlah DAK, tetapi lebih pada kurang efisiensinya pengalokasian 

DAK serta kurang efektifnya tatakelola implementasi DAK. Oleh sebab 

itu, pihak pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pengalokasian DAK 

dan efektif tatakelola implementasi DAK. 
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4. Pelaksanaan pemanfaatkan DAK belum di kelola secara baik sehingga 

masih menggunakan DAU yang sebenarnya DAU dapat di gunakan untuk 

kepentingan lain. 

5. Adanya kesalahan target penetapan daerah penerimaan DAK yang tidak 

dapat dijalankan karena terkendala kapasitas daerah. 

6. DAK dianggarkan secara tahunan, padahal berbagai proyek fisik 

memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran. DAK 

yang ditetapkan hanya setiap tahun akan menyebabkan teidak efektifnya 

pencapaian tujuan DAK atau menyebabkan tidak tercapainya pemanfaatan 

DAK yang optimal. 

7. DAK tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah. 

 

6.2.Saran  

Berdasarkan  kesimpulan diatas, maka peneliti  memberikan saran-saran 

yang adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan 

memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan 

mutu dan pelayanan publik di daerah. 

2. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemanfaatan DAK seharusnya 

digunakan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan prioritas dan perencanaan di bidang masing-masing sehingga jika 

terjadi hambatan dalam pemanfaatannya, dana yang kurang itu tidak lagi 

di ambil lagi dari DAU yang sebenarnya dari DAU ini bisa dimanfaatkan 

untuk kepentingan lain. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneltian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dengan menambah sampel yang digunakan 

dan memperluas periode pengamatan 
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